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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Lamanya
Pidana Penjara pada Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah
Dipotong atau Dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN
Plg)”. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pertimbangan hakim
mengenai lamanya pidana penjara pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan
pajak yang telah dipotong atau dipungut. Adapun yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku
tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan
bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara
pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
(Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg). Pada penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendckatan konsep (conceptual approach). Hasil dari
penelitian ini antara lain bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pada
pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidananya dan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana penjara berdasarkan
studi kasus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci : Pajak, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalah yang terjadi di Indonesia adalah berkaitan
dengan bidang perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa
dalam perkembangannya, permasalahan yang berkaitan dengan pajak yang
kerap muncul diantaranya adalah perkembangan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) tahunan, urgensi pendanaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga
himbauan mengenai potensi penipuan bermodus tagihan pajak.! Tidak
hanya itu, contoh lain seperti meningkatnya shadow economy sebagai akibat
perubahan perekonomian yang mengarah pada digitalisasi juga akan
berimplikasi pada penerimaan pajak bila peningkatan tersebut diiringi
dengan rendahnya kepatuhan perpajakan.?

Pengertian mengenai pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

! Aprilia Hariani, ‘DJP Beberkan Perkembangan Isu Terkini, Dari Pelaporan SPT Hingga
Kasus Penipuan’, Pajak.Com, 2024 <https://www.pajak.com/pajak/djp-beberkan-perkembangan-
isu-terkini-dari-pelaporan-spt-hingga-kasus-penipuan/>. Diakses pada tanggal 18 September 2024
pukul 21.12 WIB.

2 (Kurniati 2023) Diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 21.20 WIB.



berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”Republik Indonesia, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 1, Tahun 2007.

Terdapat beberapa fungsi pajak bagi negara antara lain adalah
pertama sebagai penyedia anggaran (budgeter) yakni sederhananya dana
yang digunakan untuk pengelolaan negara atau biasa disebut dengan fungsi
anggaran dan yang kedua berfungsi sebagai pengaturan berbagai hal yang
berkenaan dengan ekonomi negara atau biasa disebut dengan fungsi akhir
pengaturan (regulerende).LLani Dharmasetya dan Ariawan Gunadi,
‘Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam Perusahaan Terhadap
Tindak Pidana Perpajakan’, Jurnal Suara Hukum, 5.2 (2023). Hlm 2.
Sehingga dengan fungsi tersebut, permasalahan mengenai pajak dapat
dikatakan cukup kompleks karena pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan negara. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara,
apabila dalam prakteknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum maka
tentu akan berdampak adanya kerugian dalam penerimaan negara yang
mengakibatkan tidak optimalnya negara dalam memberikan kesejahteraan

kepada rakyat.?

3 [bid. Hlm. 4.



Lahirnya suatu undang-undang merupakan langkah preventif dan
represif untuk berbagai tindak pidana. Dalam bidang perpajakan, secara
yuridis normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa
kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hukum pajak merupakan
bagian dari hukum pidana administrasi.* Meskipun demikian, dalam hukum
pajak selain memuat mengenai ketentuan administrasi juga memuat
mengenai sanksi pidana. Adanya ketentuan sanksi pidana tersebut
berimplikasi menimbulkan proses kriminalisasi di bidang perpajakan. Pada
hukum pajak, selain terdapat pengaturan pajak yang bersifat memaksa,
hukum pajak juga menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak tertentu
bagi Wajib Pajak yang tujuannya adalah agar dapat terciptanya sistem
keteraturan yang baik dan tertib dalam ranah perpajakan sesuai dengan
konsep keteraturan hukum.®

Lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan
pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam menjalankan
tugasnya tentu harus tunduk pada aturan pemungutan pajak yang ada dalam
undang-undang. Sedangkan untuk pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib

Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang

4 (Simanullang 2023) Him. 1.
% (Dharmasetya 2024) Him. 31.



Nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan yaitu “Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”® Wajib pajak
tersebut nantinya akan menghitung, melaporkan jumlah pajak, dan
membayarkan pajak terutang kepada negara sesuai dengan ketentuan
undang-undang perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh
Indonesia ini disebut dengan sistem self assessment.Flora P. Kalalo dan
Ruddy R. Watulingas, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, Lex Crimen,
Vol. XI No.2 (2022). Him. 21.

Ada dua jenis Wajib Pajak (WP) yang dikenal di Indonesia, antara
lain yaitu:Rusito dan Kaboel Suwardi, ‘Pertanggungjawaban Tindak
Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan’, Cakrawala Hukum,
12.1 (2021), hlm, 29. <https://e-
journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

a. Wajib pajak orang; dan
b. Wajib pajak badan.
Pembagian mengenai wajib pajak tersebut memiliki dasar yuridis yaitu

termuat dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

®Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Tahun 2007. Pasal 1 Angka 2.



Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Oleh karena itu, wajib pajak orang dan wajib pajak badan yang dalam hal
ini adalah korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana di
bidang perpajakan sehingga nantinya dapat pula dimintakan
pertanggungjawaban pidana.” Pertanggungjawaban korporasi yang
dimaksud dapat berupa pengurus korporasi yang berbuat lalu pengurut dapat
bertanggung jawab, korporasi yang berbuat sebagai pelaku lalu pengurus
korporasi yang bertanggung jawab, dan terakhir korporasi yang berbuat lalu
korporasi yang bertanggung jawab.Albert Sanchez Sebayang, Z. K. dan
M. N., ‘Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against
Premanisme’, Hermeneutika, 6.2 (2022).

Apabila seorang wajib pajak melakukan pelanggaran pada
kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan, sepanjang hal tersebut
menyangkut tindakan administrasi, maka sanksi yang dikenakan adalah
sanksi administrasi dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat
Tagihan Pajak. Sebaliknya, apabila pelanggaran yang dilakukan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan, maka sanksi yang dikenakan
adalah sanksi pidana.! Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis sanksi
administrasi antara lain adalah:Ramadiyagus Ramadiyagus, Mahdi

Syahbandir dan Mohd Din, ‘Sanksi Pidana Terhadap Kuasa

7 Ibid. Hlm. 29.
8 Ibid. Hlm. 26.



Bendahara Umum Daerah Yang Tidak Menyetorkan Pajak Ke Kas

Negara’, Jurnal Magister Hukum UMA, 11.2 (2018) Hlm. 198.

<http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1782MERCATORIA Ava

ilableonlinehttp://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>.

a.

Denda. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila berkenaan dengan
kewajiban pelaporan, contohnya terlambat menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT)

Bunga. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila berkenaan dengan
kewajiban membayar pajak yang mana nominalnya telah ditentukan per
bulan;

Kenaikan jumlah pajak. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila
berkenaan dengan kewajiban yang diatur dalam material. Contohnya
pemalsuan data untuk mengurangi jumlah pendapatan pada Surat
Pemberitahuan (SPT).®

Undang-undang perpajakan termasuk dalam ruang lingkup hukum

administrasi negara yang mempunyai sanksi pidana. Oleh karena itu,

pengaturan ini dikenal dengan sebutan administrative penal law. Undang-

undang Perpajakan ini pula memiliki ketentuan khusus di dalamnya. Dalam

peraturan perpajakan, telah menganut asas ultimum remedium yang artinya

adalah pemberlakukan hukum pidana adalah dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir dalam hal penegakan hukum. *

0

® (Hanjarwadi 2022) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 01.16 WIB.
10 Ramadiyagus, Syahbandir dan Din. Op.Cit. Hlm. 199.



Mengenai tindak pidana dibidang perpajakan, secara eksplisit diatur
dalam beberapa pasal, seperti Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, dan Pasal 41
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Adapun jenis-jenis tindak pidananya yaitu sebagai berikut:
a. Tindak pidana berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT);

b. Tindak pidana pembukuan;

c. Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut;

d. Tindak pidana pembocoran rahasia;

Penggolongan jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan ini dibagi atas

tindak pidana perpajakan yang berbentuk pelanggaran (culpa) yaitu

perbuatan hukum yang disengaja dan tindak pidana perpajakan yang

berbentuk kejahatan (dolus) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan

sengaja.l!

Pada ketentuan normatif yang telah diatur dalam undang-undang
perpajakan, memuat bahwa adanya ketentuan pidana minimum (straf
minima). Pada prinsipnya, lahirnya ketentuan mengenai ancaman pidana
minimum khusus ini adalah ditujukan pada tindak pidana tertentu saja yang
dengan oleh karenanya dapat mencelakakan, meresahkan atau

membahayakan masyarakat dan dan juga delik yang diperberat oleh

11 Erwin Indriyanto dan Rivo Revino, ‘Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur
(E-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak’, Jurnal
AkunNas, XV1.2 (2018). Hlm. 72.



akibatnya.'? Namun, berkenaan dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh
hakim tidak selamanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah ada. Hakim bebas untuk menjatuhkan mengenai berat
atau ringannya suatu hukuman pidana (strafmaat) bagi terdakwa.Maria
Eleonora Novena Pritasari, ‘Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda
Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)’, 3.2 (2020) Hlm. 205-206.
Pada proses penegakan hukum, majelis hakim yang mengadili
perkara akan mempertimbangkan atau memperhatikan 3 (tiga) hal antara
lain adalah sebagai berikut:Z Zanura dan Deny Haspada, ‘Penerapan
Pidana Di Bawah Ancaman (Straf Minimum Rules) Dalam Perkara
Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I, Wacana
Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17.2 (2018). Him. 130.

<http://dx.doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.61>.

a. Kepastian Hukum.
Yaitu adanya kepastian mengenai keberlakuan aturan hukum.
Apabila tidak ada kepastian hukum, maka perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang tidak akan memiliki arah sehingga menimbulkan

kekacauan atau keresahan dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila terlalu

12 (Arief 2011) Hlm. 141.



bertumpu pada kepastian hukum, maka akan kaku dan tidak dapat
menciptakan keadilan.
b. Keadilan Hukum.

Adil yang dimaksud bukan artinya menyamaratakan segalanya
melainkan adalah memberikan kepada siapa yang menjadi haknya.
Artinya, ada porsi masing-masing yang sesuai agar tercipta
keseimbangan dalam masyarakat.

c. Kemanfaatan Hukum.

Yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum diharapkan ada
manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat sehingga jangan sampai
justru malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena
itu, antara manfaat dan pengorbanan dalam penegakan hukum harus
seimbang.

Selaras dengan hal tersebut, dalam Putusan Nomor
543/Pid.Sus/2023/PN Plg seorang terdakwa pelaku tindak pidana dibidang
perpajakan didakwa oleh penuntut umum telah melanggar ketentuan Pasal
39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yakni “dengan
sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” yang
diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun.

Pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut, Hakim menilai

bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
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a. Setiap orang; yaitu dalam hal ini unsur orang yang dimaksud ialah
terdakwa berinisial HY yang dihadapkan dalam persidangan.

b. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut; yaitu bahwa dalam kasus tersebut terdakwa berinisial HY
sekali Direktur PT. Heva Petroleum Energi tidak menyetorkan sejumlah
pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dari para pembelinya
kepada Kas Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat meskipun
telah beberapa kali dihimbau dan dikunjungi oleh pihak kantor Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat.

c. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; yaitu
bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah terjadi kerugian pendapatan
negara yang dihasilkan dari sektor pajak khususnya PPN sejumlah
Rp331.892.549,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan
puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Namun, dalam Putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut jauh
berada dibawah tuntutan Penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut pun
berada dibawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang diatur
dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni paling singkat 6

(enam) bulan.
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut

menjadi tulisan ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim

dalam Menjatuhkan Lamanya Pidana Penjara pada Tindak Pidana

Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut (Studi

Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka

adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini agar

kajian yang ditulis mencakup materi yang mendalam adalah sebagai

berikut:

1.

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana
tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut?

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya
pidana penjara pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah
dipotong atau dipungut? (Studi Kasus Putusan Nomor

543/Pid.Sus/2023/PN Plg)

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini

yaitu:
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1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban
pidana pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah
dipotong atau dipungut.

2. Agar dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tindak
pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penulisan kajian skripsi ini, penulis berharap

terdapat manfaat yang bisa diambil yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teori

a. Diharapkan melalui tulisan penelitian ini, dapat menjadi inspirasi
dan juga dapat menjadi acuan untuk memberikan sumbangan dalam
perkembangan ilmu pengetahuan hukum agar dapat menambah
bahan kepustakaan dalam ranah hukum pidana khususnya
mengenai topik pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya
pidana penjara yang dijatuhkan pada tindak pidana tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

b. Penulis berharap tulisan ini pula nanti dapat berguna dalam
memberikan pemahaman lebih kompleks bagi seseorang yang
memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama yakni bidang hukum

pidana khususnya mengenai pajak.
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2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber motivasi
dan bahan masukan bagi pejabat dan aparat penegak hukum termasuk
aparatur sipil negara agar dapat menciptakan suatu konsepsi guna
tatanan hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi
kedepannya. Khususnya dapat bermanfaat bagi kalangan Fakultas
Hukum Unsri dan Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan hukum
lainnya dengan memberikan kontribusi ide atau pemikiran sebagai

bahan pengetahuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis
mengangkat batasan mengenai ruang lingkup topik yang akan dikaji antara
lain adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak
pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong
atau  dipungut  berdasarkan  Studi  Kasus  Putusan = Nomor

543/Pid.Sus/2023/PN Plg.

F. Kerangka Teori
Kerangka teoritis secara umum merupakan salah satu dari jenis
kerangka berpikir yang tujuannya adalah untuk menguraikan secara rinci

mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai dasar
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untuk memberikan penjelasan peristiwa yang termuat dalam penelitian.'®
Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teori yang dipakai oleh penulis

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada konsepnya tidak semata-mata
berkaitan dengan perkara hukum saja melainkan juga berkaitan dengan
nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercayai oleh suatu
masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilaksanakan
agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan memenuhi
keadilan.’* Mengutip pendapat Chairul Huda, bahwa suatu tindak
pidana pasti didasari pada asas legalitas, sedangkan untuk dapat
dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana dasarnya adalah
kesalahan  sehingga  artinya  seseorang  dapat  dikenakan
pertanggungjawaban pidana ketika ia telah melakukan suatu perbuatan
yang salah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pada
hakikatnya, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah
sebuah bentuk mekanisme yang tercipta sebagai sebuah bentuk reaksi
atas adanya pelanggaran pada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah

diatur.® Dengan demikian, kesalahan merupakan salah satu unsur

13 Ekayanti Hafidah Ahmad, dkk, Metode Penelitian Kesehatan (Rizmedia Pustaka
Indonesia, 2023). Hlm. 73

4 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015). Hlm. 16.

15 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006). Him. 68.
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penting dalam pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas hukum
geen straft zonder schuld yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.
Pada saat ini, hukum pidana disebut sebagai Schuldstrafrecht
yang artinya adalah bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada seorang
pelaku, kesalah merupakan salah satu syarat yang harus ada pada diri
pelaku.'® Hal ini berbanding terbalik dengan dahulu bahwa pidana yang
dijatuhkan lebih menekankan pada perbuatan yang merugikan atau
yang tidak dikehendaki tetapi tidak memperhatikan mengenai
bagaimana sikap batin dari pelakunya.'’
Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:
a. Adanya suatu tindak pidana
Unsur  ini  merupakan  unsur  utama  dalam
pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana
apabila i1a tidak berbuat sesuatu yang mana perbuatan tersebut
merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan
asas legalitas yang dianut. Asas ini berbunyi “nullum delictum
nulla poena sine praevia lege poenali” yang artinya adalah tidak
dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang
mengaturnya terlebih dahulu.8

b. Unsur kesalahan

16 (Krismiyarsi 2018) HIm. 19.
7 Ibid.
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm.
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Istilah kesalahan dalam bahasa asing adalah schuld yang
berarti bahwa keadaan psikologi seseorang yang berkaitan dengan
perbuatan yang dilakukannya sehingga atas dasar kondisi tersebut
pelaku dicela untuk apa yang sudah ia perbuat.® Pada unsur
kesalahan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain:?°
1) Adanya kemampuan bertanggung jawab oleh pelaku tindak

pidana (schuldfahigkeit atauzurechtnungsfahigkeit). Menurut
Simons yang dikutip dalam buku yang dibuat oleh Krismiyarsi
kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis
yang sedemikian rupa yang oleh karenanya diperbolehkan
adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari
sudut pandang secara umum maupun berdasarkan orangnya.?!
2) Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan apa yang
diperbuatnya, baik itu dilakukan secara sengaja (dolus)
ataupun dilakukan karena kealpaan (culpa). Kesengajaan
memiliki 3 bentuk yaitu:?
a) Kesengajaan sebagai maksud
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti

c¢) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

19 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia (Jakarta: Raja
Grafindo, 2012). Him. 114.

20 Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, Buku Hukum Pidana (Banda Aceh: Syiah Kuala
University Press, 2018). Hlm. 26-27.

2L Ibid. Hlm. 26.

22 (Efitradewi 2020) Him. 16-17.
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Adapun kealpaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah
kealpaan pada salah satu pihak dalam tindak pidana yang
berlawanan dengan pihak lain dengan hal yang kebetulan.
Dengan kata lain, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang
bernilai lebih ringan bila dibandingkan dengan kesengajaan.?

3) Tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan

c. Tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang
dapat menghapus pidana artinya alasan ini memungkinkan orang
yang melakukan perbuatan yang telah terpenuhinya rumusan delik

untuk tidak dipidana.?*

Sehingga untuk dapat dimintakan
pertanggungjawaban seseorang harus memenuhi unsur tidak ada
alasan pemaaf.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara
dalam pengadilan, muara akhirnya adalah akan menjatuhkan putusan.
Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim merupakan bentuk puncak
klimaks dari suatu perkara. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh
hakim, harus memiliki berbagai pertimbangan yang penting pada tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini perlu ada

dikarenakan pertimbangan hukum (yuridis) telah mencakup proses

pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu perbuatan yang

2 (Krismiyarsi 2018) Op.cit,. Him. 40.
24 Ibid. Hlm. 41.
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merupakan tindak pidana berkaitan dengan telah sejauh mana perbuatan
tersebut memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan
oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yuridis
hakim ini nantinya akan berpengaruh pada amar atau diktum putusan
hakim yang akan dibacakan.?®
Adapun seorang hakim akan menjatuhkan sebuah putusan apabila
berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:?®
a. Putusan mengenai apa peristiwa hukum yang telah terjadi, yaitu
apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan
melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya.
b. Putusan mengenai hukuman apa yang akan dijalani oleh terdakwa,
yaitu berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan apakah
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah lalu
dipidana.
c. Putusan mengenai pidana, apabila terdakwa yang di ada dalam
perkara memang dapat dipidana atas perbuatannya.
Selain itu, menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan
yang yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara

mengenai pertimbangan dalam putusannya yaitu:?’

%5 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Perspektif, Teoritis, Praktek, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2010). Hlm. 219.

%6 (Sudarto 1986) Him. 74.

27 (Rifai 2010) Hlm. 105.
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Teori Kepastian Hukum. Maksudnya kepastian hukum ini adalah
bahwa hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan harus berlaku
secara tegas untuk seluruh peristiwa konkrit dan tidak
diperbolehkan ada penyimpangan di dalamnya. Sehingga kepastian
hukum ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan
perbuatan sewenang-wenang dari pihak-pihak lain serta hal ini pula
berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban di
masyarakat.

. Teori Keseimbangan. Yaitu terciptanya jalinan keseimbangan
antara syarat-syarat yang telah diatur secara yuridis oleh undang-
undang dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan para
pihak yang ada dalam perkara

Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yaitu maksudnya adalah
seorang hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai suatu
perkara menyesuaikan dengan situasi dan sanksi pidana yang

dianggap telah tepat untuk dijatuhkan bagi terdakwa.

. Teori Pendekatan Keilmuan. Maksud dari teori ini adalah bahwa

dalam proses penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa haruslah
dilakukan secara sistematis dan menerapkan asas kehati-hatian
agar tercipta putusan yang konsisten.

Teori Pendekatan Pengalaman. Yaitu hakim dalam menjatuhkan

putusan mempertimbangkan kasus-kasus terdahulu yang sudah
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pernah diperiksa dan diadilinya agar dapat menjadi bahan
pertimbangan.

f. Teori Ratio Decidendi. Yaitu bahwa hakim dalam memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara harus menggali peraturan
yang relevan dengan pokok perkara sebagai bahan
pertimbangannya serta pertimbangan tersebut harus dapat
menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak-pihak yang
berperkara.

g. Teori Kebijaksanaan. Maksud dari teori ini adalah bahwa seluruh
pihak yang terkait dalam perkara harus turut serta bertanggung
jawab untuk memberikan bimbingan, didikan, binaan kepada
terdakwa agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Sehingga, untuk dapat memutuskan suatu perkara, objektivitas
seorang hakim mengenai pokok perkara sangat diperlukan karena dapat
menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,
jika melihat relevansi judul dan studi kasus yang digunakan, penulis
memilih teori kepastian hukum dan teori kebijaksanaan untuk dikaji

lebih komprehensif dalam menjawab rumusan masalah nantinya.

G. Metode Penelitian
Penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode

penelitian hukum sebagai berikut:
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1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini
adalah penelitian yuridis normatif (legal research), yakni sebuah jenis
penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan norma — norma
yang ada dalam hukum positif. Tipe dari metode penelitian ini tujuannya
adalah untuk mengupas lebih komprehensif mengenai suatu aturan
hukum dan literatur sebagai kerangka teori dan juga tentunya pendapat
dari ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan objek konkrit yang
dibahas pada penelitian ini.?® Penelitian hukum normatif umumnya
merupakan penelitian yang secara langsung berhubungan dengan
praktik hukum yang di dalamnya terdapat dua aspek utama yakni
pembentukan hukum dan penerapan hukum.?®
2. Metode Pendekatan
Agar dapat menjawab permasalah dalam tulisan ini, penulisan
menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan (approach), yaitu terdiri dari
sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian yang
ada antara Undang — Undang Dasar dengan Undang — Undang atau
undang — undang yang satu dengan undang — undang lainnya atau

antar undang — undang dengan aturan yuridis lainnya.

28 (Johny Ibrahim 2008) Hlm. 93.
2 Ibid. Hlm. 58.
%0 Jbid. Hlm. 308.



22

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini
dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis isu hukum dari
berbagai sudut pandang pendapat para ahli dan doktrin yang
berkembang di bidang ilmu hukum saat ini penulis dalam membuat
penelitian akan mendapatkan pemahaman mengenai pengertian
dari hukum tentang sebuah konsep dan juga asas-asas yang
berkenaan dengan isu yang dibahas oleh penulis dalam
penelitiannya.®!

3. Bahan Penelitian
Adapun bahan penelitian hukum yang digunakan selama proses

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum
untuk mengikat baik secara individu maupun seluruh masyarakat
serta memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penulisan
ini.*> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni
sebagai berikut:
a. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP);

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm.
177.

32 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012). Him. 118.



23

c. Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan
g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2. Bahan hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat
dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.®
Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder penelitian ini yakni
sebagai berikut:
a. Jurnal hukum,;

b. Buku;

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 13.
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Webpage Internet;
Skripsi Hukum;
Doktrin Hukum;
Yurisprudensi;

Karya Ilmiah Hukum dan lain — lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan — bahan yang bertujuan untuk memberikan

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan

sekunder.®* Adapun yang menjadi bahan tersier penulis dalam

membuat penelitian hukum ini yakni sebagai berikut:

a.

b.

Kamus Bahasa Indonesia;

Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menerapkan

metode studi kepustakaan (/ibrary research), yaitu pengumpulan

penelitian berupa kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan sekunder ini

merujuk pada materi hukum yang memberikan klasifikasi dan

interpretasi terhadap bahan hukum primer.

35

34 Ibid. Hlm. 119.
% Soekanto Mamudji. Loc. Cit. Him. 13.
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk
menganalisis bahan penelitian adalah metode kualitatif, yaitu analisis
yang dilakukan pada bahan hukum yang telah dimiliki sehingga bahan
tersebut dapat tersusun secara ringkas dan sistematis yang oleh karena
hal tersebut diharapkan bahwa dari bahan — bahan hukum tersebut dapat
ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjadi jawaban atas
permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penulis menerapkan metode atau teknik penarikan kesimpulan
secara deduktif, yakni sebuah penarikan kesimpulan yang dilakukan
dengan suatu hal yang memiliki sifat umum dikemukakan diawal
kemudian menuju suatu hal yang memiliki sifat khusus atau
sederhananya dimulai dari suatu hukum lalu kemudian menuju kepada
suatu hal sifatnya adalah konkret. Melalui metode deduktif ini,
kesimpulan yang dibangun dapat dihasilkan dari premis umum yang

telah diketahui sebelumnya.3®

% (Solikin 2021) Him. 135.
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